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ABSTRAK

Salah satu cara mengetahui kemandirian pangan melalui kualitas keragaman konsumsi
pangan yang diukur dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang selanjutnya
disingkat menjadi PPH. PPH dapat digunakan sebagai ukuran keseimbangan gizi dan
keanekaragaman pangan yang dikonsumsi oleh penduduk di suatu wilayah. Skor PPH
maksimal, yaitu 100 menunjukkan situasi konsumsi pangan yang beragam dan baik
komposisi serta mutu gizinya (Baliwati, 2011). Pada prakteknya capaian indikator
kualitas dan kuantitas pangan di Kabupaten Bandung belum tercapai. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui besaran keluarga, tingkat pendidikan, dan tingkat
pendapatan terhadap PPH di Kabupaten Bandung. Metode dasar penelitian ini adalah
metode eksplanasi (Eksplanatory Research). Penentuan Kecamatan Paseh dan
Pasirjambu dilakukan secara Purposive Sampling, yaitu ditentukan kecamatan tertinggi
dan terendah PPHnya. Selanjutnya ukuran responden dengan menggunakan teknik
Slovin. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi PPH di Kabupaten Bandung
menggunakan teknik analisis regresi berganda dan pengujiannya dilakukan dengan
menggunakan program SPSS 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besaran keluarga,
tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap PPH
Kabupaten Bandung. Artinya semakin tinggi besaran keluarga, tingkat pendidikan dan
tingkat pendapatan maka semakin tinggi pula PPH di Kabupaten Bandung.

Kata kunci: besaran keluarga, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, Pola Pangan
Harapan

ABSTRACT

One way to know food self-sufficiency through the quality of food consumption
diversity as measured by Food Harvest Scale (PPH) scores, hereinafter
abbreviated as PPH. PPH can be used as a measure of nutritional balance and
food diversity consumed by residents in a region. The maximum PPH score, 100
indicates the diverse food consumption situation and both the composition and
quality of nutrition (Baliwati, 2011). In practice, the achievement of food quality
and quantity indicator in Bandung Regency has not been achieved. This study
aims to determine the size of family, education level, and income level of PPH in
Bandung regency. The basic method of this research is the explanatory method
(Eksplanatory Research). The determination of Paseh and Pasirjambu sub-
districts was conducted by purposive sampling, which is determined by the highest
and lowest kecamatan PPH. Furthermore the size of respondents using Slovin
techniques. To know the factors that influence the PPH in Bandung regency using
multiple regression analysis technique and the test is done by using SPSS 20
program. The result of the research shows that the family size, education level
and income level have positive influence on PPH Kabupaten Bandung. This
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means that the higher the size of the family, the level of education and income
level then the higher the PPH in Bandung regency.

Keywords: family size, education level, income level, Food Pattern of Hope

(PPH)

I. PENDAHULUAN

Jawa Barat berdasarkan
pertimbangannya bahwa dalam
rangka mewujudkan ketahanan
pangan melalui ketersediaan, akses
dan keamanan pangan di Jawa Barat,
perlu ditetapkan Peraturan Daerah
Provinsi  Jawa Barat  tentang
Kemandirian Pangan Daerah. Perda
Provinsi Jawa Barat menetapkan
Peraturan Daerah Tentang
Kemandirian Pangan Daerah No 4
Tahun  2012.  Perda

individu  maupun

mengikat
lembaga  yang
berada  dalam  ruang  lingkup
kebijakan  tersebut agar dicapai
pemecahan masalah dalam
mewujudkan  kemandirian  pangan.
Kebijakan sebagai tata kelola dan
wujud intervensi terhadap
masyarakat dalam rangka
mewujudkan kemandirian pangan di
Jawa Barat.

Implikasi dari adanya Perda
Provinsi ~ Jawa Barat  tentang
Kemandirian Pangan adalah
keharusan mendorong  kemandirian
pangan bagi Pemerintah
Kabupaten/Kota di selurun Jawa

Barat termasuk Kabupaten Bandung.
Perda Provinsi Jawa Barat sebagai
pedoman bagi Pemerintah Daerah
dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota
dalam memberikan pelayanan dan
insentif kepada masyarakat untuk
mewujudkan  kemandirian  pangan
daerah; dan pedoman bagi
masyarakat untuk berperan dalam
mewujudkan  kemandirian ~ pangan
daerah termasuk bagi Kabupaten
Bandung.

Konsumsi pangan merupakan
output pembangunan  ketahanan
pangan di suatu wilayah. Oleh karena
itu,  penganekaragaman  konsumsi
pangan merupakan isu penting yang
harus ditingkatkan upaya
Azadbakht  dkk

(2005) menegaskan bahwa variasi

pencapaiannya.

makanan akan menentukan tingkat
kulitas  kecukupan gizi.  Variasi
makanan merupakan konsep penting
dalam promosi kesehatan. Indikator
yang digunakan untuk mengetahui
kuantitas konsumsi pangan adalah
Angka Kecukupan Energi (AKE).
Kabupaten Bandung sebagai

daerah otonom memiliki kewajiban
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dalam  menyelenggarakan  urusan
ketahanan pangan, salah satunya
yaitu upaya pencapaian PPH sesuali
dengan harapan. Tingkat konsumsi
pangan penduduk Kabupaten
Bandung pada tahun 2014 masih
berada di bawah standar pelayanan
minimal bidang ketahanan pangan.
Berdasarkan data Susenas Tahun
2011 vyang  diolah,

Kabupaten

penduduk
Bandung baru
mengonsumsi energi  sebesar 98.5%
dari AKE atau setara dengan 2.070
kkalkapita/hari.  Menurut Peraturan
Menteri Kesehatan RI No.75 tahun
2013 Tentang Angka Kecukupan
Gizi yang dianjurkan adalah 2150
kkalkapita/hari dan 57  gram.
Mengacu pada ketentutan maka
angka 98.5% dinilai masih kurang
seperti  dinyatakan  dalam  data
Kementerian Kesehatan RI  tahun
2016  kategori
70<100% AKE. Proporsi asupan

masin  bersumber pada karbohidrat

Kurang: adalah

sebesar 58%. Keragaman asupan

pangan masih rendah di Kabupaten

Bandung.
Pemerintah Kabupaten
Bandung berupaya untuk

mengoptimalkan upaya menuju

kemandirian ~ pangan. Kebijakan
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ditujukan untuk mengatasi masalah
seperti lemahnya peningkatan dan
pengembangan  Kinerja  organisasi,
pengembangan  ketahanan  pangan
yang terhambat alih fungsi lahan,
harga maupun teknologi pertanian,
serta belum optimalnya penyuluhan
pertanian, peternakan, perikanan dan
kehutanan.

Kebijakan Kabupaten Bandung
pada tahun 2016 adalah

Pengembangan Ketahanan Pangan,

Revitalisasi  Penyuluhan  Pertanian,
Peternakan, Perikanan dan
Kehutanan, Peningkatan dan
pengembangan  Kinerja  organisasi.

Fokus utama  kebijakan adalah
pemantapan distribusi pangan dan
percepatan penganekaragaman
pangan sesuai dengan karakteristik
daerah  di

kesejahteraan

samping  peningkatan
masyarakat  petani
melalui upaya pemberdayaan
kelompok pelaku usaha dan pelaku
utama pada  bidang  agribisnis

khususnya ~ komoditas unggulan.
Langkah strategis, yang ditempuh
antara lain meningkatkan
kesejahteraan pelaku usaha di bidang
pertanian, perikanan dan kehutanan.
Permasalahan dalam PPH di

Kabupaten Bandung pada tahun 2016
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antara  lain:  1)Masih  tingginya
konsumsi padi-padian terutama beras
dan rendahnya konsumsi pangan
hewani, umbi-umbian, serta sayur
dan buah; 2)Pemanfaatan sumber-
sumber pangan lokal seperti umbi,
jagung, dan sagu pun masih rendah.
Faktor lain  yang  berpengaruh
terhadap PPH antara lain tingkat
pendidikan, tingkat  pendapatan,
besaran keluarga, budaya, atau gaya
hidup terutama masyarakat yang
berada di daerah perkotaan atau
pinggiran kota (Retnaningsih, 2007).

Faktor-faktor yang
mempengaruhi ~ konsumsi  pangan
adalah jenis, jumlah produksi, dan
ketersediaan pangan (Harper et al.
1988). Selain itu, konsumsi pangan
penduduk juga dipengaruhi oleh
faktor ekonomi, sosial, pendidikan,
gaya hidup, pengetahuan,
aksesibilitas, dan sebagainya.
Bahkan, faktor prestise dari pangan
kadang kala menjadi  sangat
menonjol  sebagai faktor penentu
daya terima pangan (Martianto dan
Ariani, 2004).

Hasil penelitian yang dilakukan
oleh Duram dan Oberholtzer (2010)
bahwa letak geografis termasuk

perubahan  cuaca  mempengaruhi
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pangan seperti disampaikan bahwa
terdapat hubungan yang kompleks
antara perubahan iklim dan
pertanian. Lutz dan  Schachinger
(2013) mengemukakan bahwa tata
kelola ~ makanan  secara  lokal
merupakan aspek penting dalam
pengelolaan pangan. Jaringan
makanan lokal  yang  inovatif
berfungsi untuk menginduksi
perubahan sosio-ekologis di tingkat
lokal dan mendorong transformasi
yang lebih luas tentang pangan.
Persoalan inovasi jaringan dalam tata
kelola pangan di tingkat lokal masih
menjadi masalah seperti di
Kabupaten Bandung.

Bastian dan Coveney (2011)
dalam penelitiannya tentang
kebijakan pemerintah lokal dalam
mengembangkan ketahanan pangan
menjelaskan  bahwa  pengetahuan
lokal memiliki peran penting untuk
mendorong efektivitas dalam
kebijakan pangan. Ditegaskan
mengenai  fungsi  kebijakan dalam
pangan adalah: “ (i) policy to create
supportive environments; (ii) policy
to strengthen community action; (iii)
policy to support individual food
security; and (iv) policy to improve

coordination and capacity for food
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security”. Lang dan Barling (2013)
mengemukakan  isu  nutrisi  dan
sustainability dalam makanan
menjadi isu penting guna
menghasilkan kebijakan yang dapat
memecahkan masalah-masalah
pangan.

Penelitian tentang PPH terbatas
pada aspek-aspek kebijakan,
distribusi, penyediaan pangan atau
membahas mengenai faktor yang
mempengaruhi konsumsi  secara
parsial.  Penelitian yang menelaah
tentang bagaimana PPH  secara
menyelurun baik di level kebijakan,
maupun di level konsumen masih
terbatas. Telaah menyelurun akan
menghasilkan sudut pandang yang
lebih luas tentang pokok persoalan
belum tercapainya PPH. Realitas
mengenai persoalan belum
terpenuhinya PPH merupakan
fenromena masalah yang berkaitan
dengan ketahanan pangan wilayah
dan pada akhinya terkait dengan
indeks pembangunan manusia. Oleh
karena itu penelitian  menyeluruh
perlu dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas,
perlu dilakukan memperbaiki
masalah  yang  berkaitan  dengan

kurangnya PPH di  Kabupaten
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Bandung baikk internal  maupun
eksternal. Pada akhirnya, kajian ini
diharapkan dapat digunakan sebagai
acuan untuk rekomendasi
perencanaan konsumsi pangan
penduduk  yang berujung pada
perwujudan ketahanan pangan di

Kabupaten Bandung.

Il. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di
Kabupaten Bandung. Desain yang
digunakan untuk penelitian ini adalah
desain  kuantitatif, =~ dan  teknik
penelitian  yang digunakan adalah
metode  eksplanasi  (Eksplanatory
Research) vaitu apabila  peneliti
menjelaskan hubungan atau
pengarun  kausal antara variabel-
variabel melalui pengujian hipotesis
maka dinamakan penelitian
penjelasan (Singarimbun, 2003).
Data primer diperoleh dengan
melakukan  survey  langsung  di
lapangan. Sumber data diperoleh
dengan menggunakan teknik
purposive  sampling.  Purposive
sampling adalah teknik pengambilan
sampel  sumber data  dengan
pertimbangan

tertentu, misalnya

memilih  kecamatan yang memiliki
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PPH tertinggi dan terendah
(Sugiyono, 2012). Reponden yang
dipiih  berjumlah 100  Kepala
Keluarga (KK) vyang dihitung
ukurannya berdasarkan teknik
Slovin. Hal itu dilakukan untuk
membantu penulis dalam
menggambarkan  besaran  keluarga,

I11. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji analisis

berganda pengaruh besaran keluarga,

tingkat pendapatan, dan tingkat
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tingkat  pendidikan dan  tingkat

pendapatan dan pola pangan harapan.
Selanjutnya, untuk mengetahui
faktor PPH

Kabupaten Bandung maka dianalisis

yang mempengaruhi

dengan menggunakan teknik analisis

regresiberganda, pengujian  tersebut
dilakukan ~ dangan  menggunakan
SPSS 20.

pendidikan terhadap PPH maka dapat
dihasilkan uji regresi berganda pada
Tabel 1.

Tabel 1

Analisis Regresi Berganda

Coefficients®

Model Unstandardized Standardized t Sig.
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta
1 (Constant) -44 14 -3.09 .003
Besaran Keluarga 32 .07 270 4.15 .000
Tingkat Pendidikan .66 07 598 8.75 000
Tingkat Pendapatan .35 13 .166 253 013

a. Dependent Variable: Pola Pangan Harapan

Sumber: olah data spss

Pengaruh Besaran Keluarga (Xi)
PPH
Hasil

bahwa besaran keluarga berpengaruh
PPH
Kecamatan Paseh dan Kecamatan

olah data menunjukkan

positif terhadap pada

Pasirjambu  Kabupaten  Bandung.
Hasil olah data tersebut berdasarkan
nilai  signifikan  besaran
0,00<0,05 vyang

besaran keluarga berpengaruh positif

keluarga

sebesar artinya

terhadap PPH pada Kecamatan Paseh

dan Kecamatan Pasirjambu

Kabupaten Bandung. Hal tersebut
sesuai dengan nilai t hitung sebesar
4,15. Nilai tersebut harus lebih besar
t Tabel,
dicari pada oo = 5% dengan dk (100-
3-1) = 96, maka diperoleh t Tabel
sebesar 1,98. Oleh karena nilai t

hitung > t Tabel (4,15>1,98) maka

dari dimana distribusi t
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Ho ditolak, artinya secara parsial
terdapat pengaruh yang signifikan
antara besaran keluarga berpengaruh
terhadap PPH pada Kecamatan Paseh

dan Kecamatan Pasirjambu
Kabupaten Bandung.
Undang-Undang Republik

Indonesia no.21 tahun 1994 tentang
Penyelenggaraan Pembangunan
Keluarga Sejahtera pada pasal 6 yang
dikutip oleh Retno Puji  Rahayu
(2006), menyebutkan bahwa dalam
mencapai suatu peningkatan status

gizi keluarga salah satunya dapat

dilakukan  dengan  pengembangan
kualitas keluarga melalui
penyelenggaraan Keluarga

Berencana (KB) yang mengatur
tentang jarak  jumlah  anggota
keluarga.

Hasil ini tidak sejalan dengan
teori  Soetjingsin  (1995) bahwa
dengan  keluarga  kecil  secara
ekonomi lebih menguntungkan
sehingga diharapkan kesejahteraan
keluarga lebih terjamin  dan
kebutuhan akan pangan juga akan
lebih  terpenuhi daripada keluarga
dengan jumiah yang besar.
Kesejahteraan ini dapat dilihat dari
semakin  idealnya  skor  PPH.

Ketidaksesuaian tersebut
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dikarenakan  sebab-sebab  seperti
adanya pembagian atau distribusi
makanan yang tidak merata pada
anggota keluarga sehingga
mempengaruhi  konsumsi  makanan,
status gizi, dan skor PPH keluarga.
PPH mencerminkan  susunan
konsumsi  pangan anjuran  untuk
hidup sehat, aktif, dan produkii.
Berdasarkan  skor  pangan  dari
sembilan bahan pangan.
Ketersediaan ~ pangan  sepanjang
waktu dalam jumlah yang cukup dan
harga terjangkau sangat menentukan
tingkat konsumsi pangan ditingkat
rumah tangga. Selanjutnya pola
konsumsi pangan rumah tangga akan
berpengaruh pada konsumsi pangan
(Depkes RI, 2005). Oleh karena itu,
sangat  penting untuk  menjaga
komposisi pangan masyarakat sesuai
dengan anjuran hidup sehat dan
produktif. Sehingga dengan
PPH vyang baik

diharapkan dapat terwujud ketahanan

mengupayakan

pangan i Indonesia. Dalam
aplikasinya PPH dikenal dengan pola
konsumsi pangan yang Beragam,
Bergizi Seimbang dan Aman atau
dikenal dengan istilah menu B2SA.
Dengan  terpenuhinya  kebutuhan

energi dari  berbagai  kelompok
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pangan sesuai dengan PPH maka
secara implisit kebutuhan zat gizi
lainnya juga terpenuhi. Oleh karena
itu skor PPH mencerminkan mutu
gizi konsumsi pangan dan tingkat
keragaman konsumsi pangan.

Maka jelaslah penelitian ini
menunjukkan bahwa pengaruh
besaran keluarga terhadap PPH pada
Kecamatan Paseh dan Kecamatan
Pasirjambu Kabupaten Bandung, jadi
semakin  tinggi besaran keluarga,
semakin baik pula PPH Keluarga
pada  Kecamatan  Paseh  dan
Kecamatan Pasirjambu  Kabupaten
Bandung, begitu pula sebaliknya
semakin rendah besaran keluarga
maka PPH Keluarga pada Kecamatan
Paseh dan Kecamatan Pasirjambu
Kabupaten Bandung juga akan

rendah.

Pengaruh Tingkat Pendidikan (X5)
terhadap PPH
Berdasarkan hasil analisis yang

dilakukan
pengaruh tingkat

menunjukkan bahwa
pendidikan
terhadap PPH pada Kecamatan Paseh
dan Kecamatan Pasirjambu

Kabupaten  Bandung  berpengaruh

positif. ~ Hasil  analisis  tersebut
berdasarkan nilai signifikan tingkat

pendidikan sebesar 0,002<0,05 yang
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artinya tingkat pendidikan terhadap
terhadap PPH pada Kecamatan Paseh
dan Kecamatan Pasirjambu

Kabupaten  Bandung  berpengaruh
positif. Hal tersebut sesuai dengan
nilai t hitung sebesar 8,75. Nilai
tersebut harus lebih besar dari t
Tabel, dimana distribusi t dicari pada
o = 5% dengan dk (100-3-1) = 96,
maka diperoleh t Tabel sebesar 1,98.
Oleh karena nilai t Hitung > t Tabel
(8,75>1,98) maka Ho ditolak, artinya
secara parsial terdapat pengaruh yang
signifikan antara tingkat pendidikan
terhadap PPH pada Kecamatan Paseh
dan Kecamatan Pasirjambu
Kabupaten Bandung.

Hasil ini sejalan dengan teori
Soegeng Santoso (1999), bahwa
tingkat  pendidikan  memungkinkan
seseorang memilih dan
mempertahankan pola makan
berdasarkan prinsip ilmu  sehingga
skor PPH juga baik. Perlu
ditambahkan bahwa harus
diperhatikan  aplikasi  praktis atau
pelaksanaan dengan pengertian
makanan yang kuat gizi, biaya bahan
makanan dan pengolahan serta sikap,
kepercayaan, faktor kebudayaan dan
emosi yang ada pada seseorang

berkaitan dengan makanan Semakin
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banyak pengetahuan semakin
diperhitungkan jenis dan kwantum
makanan yang dipilih untuk
dikonsumsinya. Awam yang tidak
mempunyai cukup pengetahuan gizi
akan memilih makanan yang paling
menarik panca indera dan tidak
mengadakan  pilihan  berdasarkan

nilai  gizi  makanan.  Sebaliknya

mereka yang semakin  banyak
pengetahuan  gizi  lebih  banyak
menggunakan pertimbangan rasional
dan pengetahuan tentang nilai gizi
makanan tersebut. Jika pengetahuan
baik, status gizi keluarga akan
meningkat karena pola konsumsi dan
keragaman pangan sudah terpenuhi
(Achmad Djaeni S, 2000).

Maka jelaslah penelitian ini
menunjukkan bahwa
tingkat pendidikan terhadap PPH

pengaruh

pada  Kecamatan  Paseh  dan
Kecamatan Pasirjambu  Kabupaten
Bandung, jadi semakin tinggi tingkat
pendidikan pada Kecamatan Paseh
dan Kecamatan Pasirjambu
Kabupaten Bandung, semakin baik
pula PPH pada Kecamatan Paseh dan
Kecamatan Pasirjambu  Kabupaten
Bandung, begitu pula sebaliknya
semakin rendah tingkat pendidikan

maka PPH pada Kecamatan Paseh
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dan Kecamatan Pasirjambu
Kabupaten Bandung juga akan
rendah.

Pengaruh  Tingkat Pendapatan

(X3) terhadap PPH
Hasil  penelitian  berdasarkan

nilai signifikan sebesar 0,013<0,05
yang artinya tingkat pendapatan
berpengaruh positif terhadap PPH
pada  Kecamatan  Paseh  dan
Kecamatan Pasirjambu  Kabupaten
Bandung. Hal tersebut sesuai dengan
nilai t hitung sebesar 2,53. Nilai
tersebut harus lebih besar dari t
Tabel, dimana distribusi t dicari pada
o = 5% dengan dk (100-3-1) = 96,
maka diperoleh t Tabel sebesar 1,98.
Oleh karena nilai t hitung > t Tabel
(2,53>1,98) maka Ho ditolak, artinya
secara parsial terdapat pengaruh yang
signifikan antara tingkat pendapatan
terhadap PPH pada Kecamatan Paseh
dan Kecamatan Pasirjambu
Kabupaten Bandung.

Pendapatan merupakan imbalan
yang diterima oleh seorang dari
pekerjaan yang dilakukannya untuk
mencari nafkah. Pendapatan
umumnya diterima  dalam  bentuk
uang. Pendapatan adalah sumber
daya material yang sangat penting

bagi masyarakat, karena dengan



Jurnal Agribisnis Terpadu, Desember 2018 Vol. 11 No. 2

pendapatan itulah seseorang bisa
membiayai  konsumsinya.  Jumlah
pendapatan akan  menggambarkan
besarnya daya beli dari seseorang.
Daya beli akan menggambarkan
banyaknya produk dan jasa yang bisa
dibeli dan dikonsumsi oleh seseorang
dan selurun angota keluarganya.

Pendapatan dan penerimaan

menurut  Biro  Pusat  Satatistik
dibedakan sebagai berikut
1)Pendapatan faktor yang

didistribusikan, yang dibagi lagi

menurut sumbernya menjadi:
a)Penghasilan  gaji  dan  upah;
b)Penghasilan dari usaha sendiri dan
pekerjaan bebas; c)Penghasilan dari
pemilikan harta; 2)Transfer yang
bersifat redistributif, terutama terjadi
dari transfer pendapatan yang tidak
mengikat ~dan  biasanya  bukan
merupakan imbalan atas penyerahan
barang, jasa atau harta milik.

Hasil penelitian  menunjukkan
ada hubungan  antara  tingkat
pendapatan terhadap PPH pada
Kecamatan Paseh dan Kecamatan
Pasirjambu

Kabupaten  Bandung.

Hasil penelitian menunjukkan
keluarga dengan tingkat pendapatan
rendah memiliki skor PPH kurang

sebanyak 26 keluarga (76,4%) dan
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dengan skor PPH tinggi sebanyak 8
keluarga (23,5%). Keluarga yang
tingkat pendapatan tinggi dengan
skor PPH kurang sebanyak 23
(34,8%) dan dengan skor PPH tinggi
sebanyak 43 (65,1%). Hal ini dapat
terjadi karena pada suatu keluarga
tidak semua dari pendapatan yang
diperoleh di pakai untuk konsumsi
makanan, contohnya pada keluarga
yang melebihkan anggaran  untuk
pendidikan anak-anaknya daripada
untuk makanan yang dikonsumsi
sehingga status gizi anggota keluarga
menjadi kurang.

Berbagai upaya perbaikan gizi
biasanya berorientasi pada tingkat
Semakin

pendapatan keluarga.

meningkatnya  pendapatan,  maka
kecukupan makanan dapat terpenuhi.
Dengan demikian tingkat pendapatan
keluarga  memiliki  faktor  utama
dalam pemilihan bahan makanan
yang berkualitas. Besar kecilnya
pendapatan rumah tangga juga tidak
lepas dari pekerjaan dari orang tua
serta tingkat pendidikan (Soekirman,
1991). Dengan demikian jika tingkat
pendapatan perkapitanya tinggi maka
skor PPH tentu akan tinggi, ini sesuai
dengan  pendapat dari  Djiteng

Roedjito  (1989), bahwa besar
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kecilnya pendapatan keluarga
berpengaruh terhadap pola konsumsi
dan status gizi individu, maka
apabila suatu keluarga
berpenghasilan tinggi maka mereka
mampu  membeli pangan bergizi.
Selain  itu, Tingkat pendapatan
keluarga dapat digunakan untuk dua
tujuan yaitu konsumsi dan tabungan.
Besar kecilnya pendapatan yang
diterima seseorang akan
mempengaruhi pola konsumsi.

Maka jelaslah penelitian ini
menunjukkan bahwa pengaruh
tingkat pendapatan terhadap PPH
pada  Kecamatan  Paseh  dan
Kecamatan Pasirjambu  Kabupaten
Bandung, jadi semakin tinggi tingkat
pendapatan pada Kecamatan Paseh
dan Kecamatan Pasirjambu
Kabupaten Bandung, semakin baik
pula PPH pada Kecamatan Paseh dan
Kecamatan Pasirjambu  Kabupaten
Bandung, begitu pula sebaliknya
semakin rendah tingkat pendapatan
maka PPH pada Kecamatan Paseh
dan Kecamatan Pasirjambu

Kabupaten Bandung.

IV. SIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian  menunjukkan

besaran keluarga, tingkat pendapatan
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dan tingkat pendidikan berpengaruh
positif  terhadap PPH pada
Kecamatan Paseh dan Kecamatan
Pasirjambu  Kabupaten  Bandung.
Artinya jika porsi besaran keluarga,
tingkat  pendidikan dan  tingkat
pendapatan meningkat maka PPH
pada  Kecamatan  Paseh  dan
Kecamatan Pasirjambu  Kabupaten
Bandung juga akan meningkat.

Keterbatasan pendapatan
rumah tangga merupakan salah satu
penghambat  dalam  mewujudkan
ketahanan pangan rumah tangga.
Oleh  karena itu dalam rangka
mewujudkan ketahanan ~ pangan
rumah tangga perlu dilakukan upaya
peningkatan pendapatan rumah
tangga.

Selain itu, guna meningkatkan
PPH di Kabupaten Bandung tingkat
pendidikan di Kabupaten Bandung
harus diperhatikan agar pengetahuan
masyarakat di  daerah  tersebut
mengalami  kenaikan yang signifikan
tentang pentingnya pangan  bagi

kehidupan mereka.
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